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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil dan pembahasan penelitian tentang dapat dikemukakan kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Perkawinan Adat Batak Toba Diluar Wilayah ini juga menimbulkan akibat 

hukum terhadap hubungan suami istri pada kerabat, kedudukan suami istri 

didalam masyarakat dan terhadap status dan kedudukan anak yang lahir dari 

perkawinan semarga, yaitu : 

a. Alasan masyarakat Batak Toba memberlakukan Peraturan Perkawinan 

Adat yang mengharus/mewajibkan perempuan Batak menikah dengan 

lelaki sesama suku Batak yaitu adanya menjaga kelestariaan adat 

istiadat,menjaga kelastarian margadan ketaatan agar tidak terkena 

sanksi. 

b. Akibat dari peraturan adat yang mengharuskan/mewajibkan 

perkawinan sama suku adalah ketika adanya peraturan adatyang 

mengharuskan/mewajibkan perkawinan sesama suku Batak akan 

menimbulkan beberapa akibat pada anak perempuan yaitu dibatasinya 

hak anak dalam memilih pasangan dan Dapat mengakibatkan 

perjodohan antar pariban yang dipaksakan. Perjodohan antar pariban 

yang masih adanya hubungan darah ini membuat anak dalam memilih 

pasangan menjadi dibatasi. Orangtua lebih menekankan anak untuk 

memilih pasangan sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh orangtua 
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dan keluarga inti yang artinya anak harus mempunyai pasangan sesuai 

dengan adat istiadat. 

c. Akibat jika perempuan Batak Toba melanggar atau menolak 

perkawinan adat (perkawinan sama suku) yaitu akan menimbulkan 

berbagai masalah seperti menjadi aib keluarga, suku Batak menjadi 

punah dan adanya sanksi jika tidak dilaksanakan perkawinan adat akan 

menjadi aib bagi keluarga karena mereka di anggap tidak mengajarkan 

adat istiadat kepada anaknya sehingga bisa menimbulkan keluarga 

tersebut menjadi pembicaraan di dalam perkumpulan. Selain itu jika 

perempuan Batak menikah dengan lelaki beda suku tanpa nikah adat 

maka akan mengakibatkan hilangnya suku Batak dalam diri anak 

perempuan dan ia harus masuk kedalam suku suaminya. 

2. Pelaksanaa Hukum Perkawinan Adat Batak Toba Diluar Wilayah yang 

ditinjau dari hukum Islam, Masyarakat  adat  yang bertransmigrasi dari 

Daerah asal, hukum adat tetap melekat kepada masyarakatnya hingga ke luar 

wilayah (tanah rantau), sehingga ketentuan adat harus tetap menjadi patokan 

bahkan lembaga adat sekalipun tetap sebagai payung hukum bagi masyarakat 

Adat Batak Toba terutama dari aspek perkawinan, bahkan ke luar wilayah 

sekalipun bagi perkawinan yang bertentangan  dengan  hukum  adat akan 

tetap diberlakukan sanksi adat berupa disirang mangolu, dikucilkan atau 

diusir dari suatu kampung dan tidak memiliki kedudukan dalam adat pada 

zaman dahulu sedangkan pada masa sekarang ini sudah dianggap hal yang 

biasa dan hanya diharuskan membayar denda dan wanita yang kawin semarga 
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dengan suami, harus mengganti marganya dengan meminta marga  dari  ibu  

si  suami  melalui  proses adat.   

B. Saran 

Dari hasil uraian diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bahwa Perkawinan Adat Batak Toba ketentuan tentang sanksi dan 

akibat lainnya mengenai hukum adat sebaiknya diperbaiki secara 

perlahan demi keberlangsungan keluarga yang bahagia sebagaimana 

tujuan dari perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, 

sehingga tidak ada lagi pasangan yang melangsungkan perkawinan 

tidak lagi ada yang merasa diasingkan dan berdampak terhadap sanksi 

sosial lainnya agar terciptanya keluarga bahagia sebagaimana tujuan 

dari perkawinan. 

2. Dan Pelaksanaan Hukum Perkawinan Adat Batak Toba Di Luar 

Wilayah, Kepada kedua calon pengantin yang melangsungkan 

perkawinan di Sumatera Utara maupun di luar wilayah harus 

mengetahui pentingnya prinsip dan peran dari Adat Batak Toba dalam 

setiap mengikuti adat Batak Toba, supaya kelak kita memiliki anak 

cucu dapat memberikan ilmu kita kepada mereka dan dapat menjunjung 

tinggi. 

Adat Batak Toba bisa terjadi perubahan di luar wilayah yang dilihat dari 

proses, situasi dan kondisi adat tersebut. Adanya perubahan tersebut jangan sampai 

membuat kita lupa akan adat batak toba dalam acara adat lahiran sampai acara adat 

orang meninggal. 
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Lampiran II 

 

TABEL WAWANCARA 

FAKULTAS HUKUM 
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JAKARTA 

 

Nama Mahasiswa : Anisa Angie Ratulium Nainggolan 

NPM : 193300416163 

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERNIKAHAN 

BERDASARKAN NORMA ADAT BATAK DI 

LUAR WILAYAH TEORITI ADAT BATAK (Studi 

Komparatif Dengan Perkawinan Hukum Islam) 

Data Diri Narasumber : 

Nama :  

Jabatan :  

Tanggal :  

Perusahaan/Instansi :  

Alamat Lokasi 

Penelitian 

 

:  

NO DESKRIPSI 

1 

Bagaimana pelaksanaan pernikahan berdasarkan norma adat batak di 

luar wilayah teoriti adat batak? 

Jawaban: 
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NO DESKRIPSI 

2 

Bagaimana faktor faktor yang mempengaruhi pernikahan berdasarkan 

norma adat batak di luar wilayah teoriti adat batak? dan Jelaskan? 

Jawaban: 

 

NO DESKRIPSI 

3 

Bagaimana pelaksanaan pernikahan adat batak dan apa yang menjadi 

larangan bagi suku batak ? 

Jawaban: 

 

NO DESKRIPSI 

4 

Apa persamaan dan perbedaan pernikahan adat batak dilakukan dengan 

sesuai dengan kompilasi hukum Islam? 

Jawaban: 

 

NO DESKRIPSI 

5 

Jelaskan bagaimana pemberian status marga/ gelar adat batak jika tidak 

melaksanalan upacara adat ? 

Jawaban: 

 

NO DESKRIPSI 

6 

Jelaskan tentang perkawinan semarga, kenapa perkawinan semarga itu 

dilarang? 

Jawaban: 

 

NO DESKRIPSI 

7 Apa yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan semarga orang batak? 
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Jawaban: 

 

NO DESKRIPSI 

8 

Bagaimana proses penyelesaian adat dalam perkara perkawinan satu 

marga  

tersebut? 

Jawaban: 

 

NO DESKRIPSI 

9 

Sebelum pernikahan dilaksanakan, proses sakral apa yang harus di 

laksanakan baik dari mempelai wanita atau peria? 

Jawaban: 

 

NO DESKRIPSI 

10 
Bagaimana jika mempelai peria yang diluar suku batak? Jelaskan 

Jawaban: 
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